Menimbang

SALINAN

GUEBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERITADAP PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak

perempuan agar dapat berpartisipasi secara maksimal
dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
berbagai tindak kekerasan, perhu dilakukan upaya
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

. bahwa agar perlindungan terhadap perempuan yang

termasuk di dalamnya adalabh  penanganan,
pendampingan, pencegahan ierulama di  Provinsi
Papua Barat memperoleh hasil vang berguna dan
optimal, perlu dilakukan findakan nyata dad
Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran
scrita dan partisipasi masyarakat sccara luas.

- bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,
yvang menyatakan Pemerintah Provinsi berkewajiban



Mengingat
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membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan
perempuan secara  bermartabal dan melakukan

semua upaya unfuk memposisikannya scbagsi mitra
sejajar kaum laki-laki;

. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana di

maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perla
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi  lenlang

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 lenlang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3894) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
19949 tentang Pembentukan Provins: Iman Jaya Tengah,
Provinsi Iran Java Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kola
Sorong (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3960);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 lentang
Pengesahan Konvensi dalam Penghapusan segals
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Y984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuoar 3277);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bam  Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4151) schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lenlang
Penghapusan Kekerasan Dalam PBRumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
I*embentukan Peraluran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraluran Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang
Pemermtahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657.3);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2006 tenlang
Penyclenggaraan Dan Kerjasams Pemuoliban Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 64);
Peraluran Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
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COionomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemenintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
[Lembaran Nepara Rcpublik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenlang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 120 Tabhun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 ientang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berila Negara Ropublik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 157):

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11
Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan
Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua DBarat
Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERENUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROVINSEI TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAFP PEREMPUAN.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

8
2.

Dacrah adalah Provinsi Papua Barat,

Provinsi Papua Barat yang sclanjutnya discbul Provinsi adalah provinsi
yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur Provinsi Papua Barat yvang selanjutnya disebut Gubernur
adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab
penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan
sebagal wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat

Dewan Perwakilan Rakyal Papua Baral yang selanjuinya disingkat
DPRPB adalah lembaga pcrwakilan dacrah Provins: Papua Baral yang
berkedudukan sebagail salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
dacrah Provinsi Papua Barat.

Majelis Rakyat Papua Barat vang selanjulnyva disingkat MRPB adalah
representasi kultural perempuan ash Papua, yang memlila wewenang
tertentua dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan asli Papua
dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan
perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Perempuan lain vang berada di Provinai Papua Barat adalah perempuan
yang diterima dan diakui dan terdaftar dalam database kependudukan di
Provinal Papua Barat.

Perempuan Asli Papua adalah perempuan yang berasal dari rumpun ras
Melanesia vang terdiri darl suku-suku asli Papua di Tanah Papua
dan fatau perempuan vang lahir dari Rahim Perempuan Papua;
Perangkat Daerah vang selanjutnya  disingkat PD adalah unsur
pcmbantu  pemerintah  daerah dan DPRPB dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,;

Kampung atau yang discbut dengan nama lain adalah kesatuan
masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat sctempal vang diakul dalam sislem pemerintahan
nasional dan berada didacrah kabupaten (kota.

10. Otonomi Khusus adalah kewenangan kKhusus vang diakui dan diberikan
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kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepenlingan
masyarakat sctempat menurul prakarsa scndiri berdasarkan aspirasi
dan hak dasar masyarakat Papua.

Peraturan Daerah Khusus yang sclanjutnyva disebut Perdasus adalah
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan
pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang.

Peraturan Daerah Provinsi yvang selanjutnya disebut Perdasi adalah
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka kewcnangan
sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Asasi Manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua
perempuan tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras,
agama, bahasa dan status lainnya.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah upaya melakukan
tindakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
Pemberdayaan perempuan adalah upaya perlindungan, penguatan hak
asasl, peningkatan kuoalitas hidup, dan peningkatan partisipasi
perempuan dalam pembangungan pemberdayaan untuk memperoleh
akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, budaya agar
perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri
untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan
masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
Pelindungan Perempuan adalah segala upaya wang ditujukan untuk
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan
hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten, terstruktur
dan sistematis yang ditunjukan untuk mencapai kesetaraan gender,
Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang
langsung ataupun lak langsung yang didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan, status
sosial, status ckonomi, jenis kclamin, Bahasa, kevakinan politik yang
berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar
dalam kchidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya,
Perempuan Rentan adalabh perempuan vang hidup dalam kondisi
berisikko mengalami kekerasan, cksploitasi dan diskriminasi karena usia,
disabilitas, kermiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan
dan kondisi lainnya sehingga membutuhkan pelindungan dan dukungan

khusus.
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Kekerasan adalah sctiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin
vang berakibal timbulnya kesengsaraan atau pendernitaan secara fisik,
seksual, mental, psikologs, tlermasuk intimidasi, pengusiran paksa,
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan,
penclantaran, serta menghalangl kemampuan untuk menikmats sermua
hak dan kebebasannya.

Kekerasan Berbasis Gender adalah jenis kekerasan yang ditujukan pada
satu jenis kelamin biologis alau indentitas gender berupa pelecchan fhisik,
scksual, verbal, emosional, dan psikologis scrta melakukan ancaman dan
paksaan.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang
diberikan oleh negara untuk mencegah lerjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
melindungi korban kekerasan dalam mumah Llangga.

Peradilan adat adalah lembaga organik yang merupakan kesatuan dari
sistem hukum adat yang berfungsi untuk menyvelesaikan perselisihan
adal dengan memperhatikan prinsip-prinsip nilai dan tatanan adatl
dengan meckanisme musvawarah dan mufakat.

Pasal 2

Peraluran Daerah Provinsi il berlujuan:

mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat
berpartisipasi secara maksimal dan optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan dalam pembangunan di Provinsi; dan

terkoordinasinya peran  Pemerintah  Daerah  dalam melakukan

pelindungan perempuan dan peningkatan kualitasi hidup perempuan
serta mendorong peran masyarakat untuk berpartsipasi dalam upaya
penghapusan kckerasan lerhadap perempuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi tentang Penghapusan kekerasan

terhadap perempuan ini meliputi:

.

& o P

kekerasan dan jenis kekerasan,
hak perempuan;

pemberdayaan perempuan;
perhindungan perempuan;

perencanaan,



f. kelembagaan;

g. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
h. peradilan;

1. hak dan kewajiban;

j. sanksi adat;

k. pembinaan dan pengawasan; dan
l. pendanaan.

BAB I
KEKERASAN DAN JENIS KEKERASAN

Bagian Kesatu

Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 4
(1) Perbuatan kckerasan yang dapat dikategorikan sebagai kckerasan
terhadap perempuan yaita:

a. perbuatan yang dengan sengaja atau suatu bentuk aksi atau
perbutaan aksi yang merupakan kelalaian, yang kescluruannya
meriipakan pelanggaran atau hukum kniminal, yang dilakukan tanpa
suatu pembelaan atau dasar kebenaran;dan

b. perbuatan dengan sengaja yang menycbabkan rasa sakil baik fisik
maupun psikis terhadap perempuan.

(2] Akibat hukum dari perbuatan kekerasan sebagaimana di maksud pada
ayat (1) diancam dengan ketentuan pidana sanksi ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Kekerasan

Pa=sal 5
Jenis kekerasan terdin dar:

. Penganldaysan;

b. penclantaran;

. kekerasan dalam bentuk verbal;
d. pelecehan seksual;

e. perkosaan;

f. prostituss
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(1)

perbudakan;

diskriminasi;

pemaksaan kehendak; dan

kekerasan fisik lainnya.

Pa=zsal &

Kekerasan terhadap perempuan menurut bentuknya mebputi kekerasan
emaosional, keckerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan seksual,

pemerkosaan, kekerasan perceraian, kckerasan penclantaran, poligami,

dan kekerasan ekonomi:

.

h.

kekerasan cmosional merupakan jenis kekerasan yang meliputi
serangan secara verbal maupun ditampakksan secara tidak langsung
lewat perilaku  manipulatif, meremchkan, atau merendahkan,
mencaci, mengancam, mengintimidasi, sikap posesil yang berlebihan
dan atau bahkan total mengabaikan korban;

kekerasan [isik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa
sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang kekerasan fisiknya dilihat
dalam kaitannya dengan akibal dari kekerasan ifu;

kekerasan seksual merupakan segala perilalu yang dilakukan denguan
menyasar scksualitas alau organ seksual percmpuan tlanpa
persetujuan, dengan unsur paksasn alau ancaman, termasuk
perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan
prostitusi;

pelecehan seksual merupakan tindakan yang termasuk di dalamnya
siulan, main mata, Ucapan bernuansa scksual, mempertunjukkan
materi pornografi, dan/atau keinginan seksual, colekan atau
sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat scksual,
schingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa
direndahkan martabainya;

pemerkosaan merupakan penetrasi, walau sedikit, terhadap vagina
atall anus dengan organ tubuh atau objek apa pun, atau penetrasi
oral dengan organ seks scscperempuan, lanpa persetujuan korban;
prostitusi merupakan kejahatan terhadap kesusilaan atau moral
melawan hukuim;

praktek prostilusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan
uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan/atau
pelacuran; dan

pckerja seks komersial merupakan penjualan jasa selksual dam
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perempuan kepada perempuan lain.

(2] Bentuk kekerasan scbagmimana diatur pada ayat (1) huruf a, hural b,

huruf ¢, huruf d, hurul e, huruf £, hurof g dan huraf b yang dilakukan
dapat terjadi di rumah tangga, pemerintahan, lembaga politik, ruang
publik dan ruang adat selanjutnva ditetapkan dalam Peraturan

Gubernur.

BAB III
HAK PEREMPUAN

Pasal 7

Setiap perempuan di Provinsi Papua Barat memiliki:

a.

g

o o

Bow oo

(1)

(2}

()

hak untuk hidup;

hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
hak mengembangkan dir;

hak mempcroleh keadilan;

hak atas kebebasan pribadi;

hak atas rasa aman;

hak atas kesejahteraan; dan

hak turul serta dalam pemernntahan.

Pasal 8

Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a. setiap perempuan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannys;

b. seliap perempuan berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera
lahir dan batin; dan

c. setiap perempuan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf b, meliputs:

a. sctiap perempuan membentuk suatu kelusrga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yvang sah; dan

b. perkawinan yang sah hanva dapat berlangsung atas kehendak bebas
calon suami istri bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang undangan.

Hak mengembangkan dinn sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf ¢,

mecliputi;

a  setiap pcrempuan berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
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(3]
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untuk tumbuh dan berkembang secara layak;

sefiap perempuan berhak atas perlindungan bagl pengembangan
pribadinya, unutk memperolch pendidikan, mencerdaskan dinnya,
dan meningkatkan kuabtas hidupnya agar menjadi manusia yang
beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan
sejahtera sesuail dengan hak asasi manusia;

setiap perempuan berhak untuk mengembangkan dan memperolch
manfaat dan ilmu pengelahuan dan teknologl, sem dan budaya
sesual dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya,
bangsa dan umat mamisia;

sctiap perempuan berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi yang dipcrlukan untuk mengembangkan pribadi dan
hingkungan sosialnya;

setiap perempuan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimparn, mengeiolah dan menyampaikan informasi dengan
mengerunakan segala jenis sarana vang lersedia;

setiap  percmpuan  berhak  untuk — memperjuangkan  hak
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektl, untuk
membangun masyvarakat, bangsa dan negaranya.

setiap perempuan berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan
kebijakan, mendirikan organisasi untuk  itu, termasuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun
dana dan untuk maksud tersebul sesua denpan ketentuan peraluran

perundang-undangan.

Hak memperoleh keadilan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,
meliputi sefiap perempuan lanpa disknminasi, berhak untuk memperoleh

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadilh melalun
proses peradilan yang bebas dan tidak memihalk, sesuail dengan hukum

acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur

dan adil untuk memperolch putusan yang adil dan benar,
Huk atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul

e, meliputi:

a. tidak seorangpun perempuan bolch diperbudak atau diperhamb;

b. perbudakan atau perhambaan, perdagangan perempuan, dan scgala
perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang;

c. setiap perempuan berhak alas keutuhan pribadi, baik rohani

maupun jasmani, dan karcna itu tidak boleh menjadi obyek
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penelitian tanpa persctujuan darinya;

setiap perempuan bebas memeluk agamanya masing-masing dan
uniuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya ing;

setiap perempuan bebas untuk memilih dan mempunyai kayakinan
politiknya;

sctap perempuan bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, sccara lisan atau
tulisan media cetak maupun clektronik dengan memperhatikan nilai-
nilai agama, kesusilaan, kcterlibatan, kepentingan wumum  dan
keuluhan bangsa;

selianp perempuan berhak untuk berkumpul, berapal dan berserikat
untuk maksud damai;

seliap perempuan berhak untuk mendirikan partai politik, lembaga
swadaya masyarakal alau organisasi lainnnya untuk berperan serta
dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan
dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi
manusia sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat di mmaka
umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

setiap perempuan berhak memiliki, atau mempertahankan status
kewargancgaraannys;

setiap perempusn bebas memilin kKewarganegaraannya dan tanpa
diskriminasi berhak menikmaii hak-hak yang bersumber dan melckat
pada kewarganegaarannya scrta wajlb melaksanakan sebagai
perempuan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

selinp perempuan berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah
dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
seliap perempuan perempuan Indonesia berhak meninggalkan dan
masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia scsusa dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas rasa aman scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurof f,
meliputi:

.

setiap perempuan berhak mencari suaka untuk memperoleh
perlindunngan politik dari negara lain;

Hak sebagaimana dirnaksud pada huruf a tidak berlalu bagl mercka
vang melakukan kejahatan nonpolik atau perbutan  yang
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I

bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-
Bangsa;

sctiap perempuan berhak atas perlindungan din pnbadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan hak miliknva;

setiap perempuan berhak atas penpakuan di depan hukum sebagai
manusia pribadi di mana saja 1a berada;

seliap perempuan berhak atas rasa aman dan tenteram scrta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbual sesuatu;

sctiap perempuan berhak untuk bebas dan  penyiksaan
penghukuman atau  perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,
merendahkan dergjat dan martabat kemanusiaannya;

setiap perempuan berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan
penghilangan nyawa;

setiap perempuan tidak bolch ditangkap, ditahan, dipaksa,
dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
dan

setiap perempuan berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan
kenegaraan vang damai, aman dan tenteram, menghormati,
melindungl dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan
kewajiban dasar sesuai ketentuan perundang undangan,

Hak atas kesejahleraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g,

mehputi;

.,

setiap perempuan berhak mempunyai mubk, balk sendin maupuan
bersama sama dengan perempuan lain demi pengernbangan dirinya,
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak meclanggar
hukum;

tidak scorang perempuanpun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dan sccara melawan hukum;

setiap perempuan, sesual dengan bakat, kecakapan, dan
kemampuan, berhak atas pekerjaan vang layak;

setiap percmpuan berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang
disukainya dan berhak pula atas syarat-syaral ketenagakerjaan vang
adil;
scliap perempuan, baik pria maupun wanita yang melakukan
pekerjaan vang sama, sebanding, setara alau serupa, berhak atas
upah serta syarat-syaral perjanpan kerja yang sama;

selap perempuan, baik pria maupun wanita, dalam melakukan
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pekerjaan yvang sepadan dengan martabal kemanusiaannva berhak
atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin
kelangsungan kehidupan keluarganyva;

setiap perempuan berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak
boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan
memperjuangkan kepentingannya serta sesual dengan kententuan
peraturan perundang-undangasn;

setiap perempuan berhak untuk bertempat Unggal serta
berkehidupan vang layvak;

sctiap perempuan berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk
hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;
sctiap penyandang cacat, perempuan yvang berusia lanjut, wanita
hamil, dan anak-anak, berhak memperolch kemudahan dan
perlakuan khusus; dan

setiap perempuan vang berusia lanmjut, cacal hsik dan alau cacat
mental berhak mempervleh perawalan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan khusus atas biaya negara, uniuk menjamin kehidupan yang
layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, miningkatkan rasa
percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak atas turut serta dalam Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huraf h, melipaati:

a.

£

setiap perempuan berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan
umum berdasarkan persamaan hak melalui pepmungutan suara yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

setiap perempuan berhak turul serla dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilibnya dengan
bebas, menurut cara vang ditentukan dalam peraturan perundang
undangan;

setiap perempuan dapat diangkal dalam setiap jabatan
pemerintahan; dan

setiap perempuan berhak sendiri maupun bersama-sama berhak
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha
kepada pemeriniah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan
zsesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesalu

Limum

Pasal 9

(1) Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam upaya meningkatkan lkualitas

hidup perempuan.

(4) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, Pemerintahan Daerah bertanggung jawab:

a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi

sesuai dengan harkat dan martabat kemnanusiaan;

b. melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah;

membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender di Dacrah;

meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam peran, kualitas dan

kemampuan dalam bidang;

¥
2.

3.
4.

politik;
hukum;
soslal budaya; dan

ekonomni.

e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penvedia pemberdavaan

perempuan di Dacrah.

(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas

hidup perempuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan
Dalam Bidang Politik

Pasal 10

Upaya pemingkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang
politik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1

mehputi:

a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi  politik

perempuan dalam pemilihan umum;

b.  melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan Faig
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mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan
jabatan publik;

melaksanakan fasililas  pengembangan  diri perempuan dalam
berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan

melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yvang menyanglkut

kepentingan perempuan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan
Dalam Bidang Hukum

Pasal 11

Upava peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang
hukum schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2
mehputi:

H.

melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengelahuan dan kesadaran
hulkum perempuan;

melaltukan pemetaan dan mereviu kebijjakan bias gender; dan

melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan pembahasan

produk hulkum Daerah yvang berkaitan dengan peran serta perempuarn.

Bagian Keempat
Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempusan
Dalam Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang
sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harufl d angka 3

mehputs:

a,

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendorong pemenuhan
pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilila;

peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaaan kcluarga
mandiri, schat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan
pencatatan perkawinan;

peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak perkawinan dini;
memiasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat  istadat  dan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk
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kemajuan perempuan;

[ melalkukan peningkatan kesadaran dan pengeltabhuan  percmpuan
terhadap perencanasan keluargs mandiri, sehat dan sejahtera;

g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
dan

h. mendorong pembentukan organisas] perempuan di Daerah.

Bagian Kelima
Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan
Dalam Bidang Ekonomi

Pazal 13

Upava peningkatan peran, kualitas dan kemampuan peremplian dalam bidang

ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huraf d angka 4

mehipulti:

a. meclaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatkan
ketermpilan dan keahban perempuan dalam rangka meujudkan
peningkatan kescjahteraan perempuan;

b. [asilitasi penguatan modal usaha bagi permpuan yang memiliki ckonomi
rendah;

. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ckonomi lemah;
pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalul pemberdayaan
ckonomi keluarga prasejahtera; dan

e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensil,

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 14
{1} Gubernur Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender
di dacrah;
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di
daerah diatur dalam Peraturan Gubermuar,

Pasal 15
dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Gubernur menelapkan PD yang

membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagal  koordinator
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penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

(1]

1€

BABV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 16

Pemerintah Dacrah dalam upaya perlindungan perempuan bertanggung

jawab:

a. menetapkan dan menvelenggarakan kebjjakan, program dan kegiatan
perlindungan perempuan;

b. melalkukan upaya pencegahan terjadinya tindak kckcrasan terhadap
perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;

c. meningkatkan efcktivitas layanan terhadap perempuan korban tindak
kckerasan;

d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;

e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penvedia layanan
perlindungan percmpuan,

[. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah
lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau LSM dalam upaya
pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan; dan

g, melibatkan peran aktf keluargs, pemuka agama, wkoh masyarakat,
dan lembaga di bidang perlindungan perempuan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan

perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluksanakan oleh FD

sesual dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan

instans lerkait.

Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 17

Dalam rangka mencegah terjadinva tindak Kekerasan terhadap perempuan,

Pemerintah dacrahs:

.

menvelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan Kekerasan terhadap
perempuan dengan mengoplimalkan peran lembaga adat, budaya, agama
dan organisasi kemasyarakatan;

membangun jejaring dan kerja sama denguan aparatur penegak hukum,
aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya
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masyarakat vang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan
anak korban Kekerasan;

menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuarn;
dan

membentuk unit lavanan terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga
Layanan Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Pasxal 18
Perlindungan perempuan korban tindak Kekerasan dilaksanakan melalui
layanan terpadu.
Pemberian lavanan terpadu terhadap perempuan korban tindak
Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:

a. responsil gender;

b. nondiskriminas;

c. hubungan setara dan menghormati;

d. menjaga kerahasiaan;

e. membern rasa aman dan nyaman;

[. menghargai perbedaan individu;

g. tidak menghalkimi;

h. menghormati pilihan dan keputusan korban;

=
a

peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian
bahasa vang sesual dan dimengerti oleh korban;

j- cepat dan sederhana;

k. empati; dan

. pemenuhan hak-hak perempuan.

Hak-hak perempuan schagaimana dimaksud pada ayat (2) hurof |
meliputi:

a. hak atas pemulihan kesehatan dan hak atas pemulihan psikologi dan
penderitaan yang dialami korban;

b. hak atas bantuan hukum;

c¢. hak mendapatkan mlormasi;

d. hak atas pemulihan sosial;

e hak atas restitusi korban trafficking dan perkosaan;

hak atas layanan rohani;
g. huak alas reintegrasi;

h. hak atas layanan shelter atau rumah aman; dan
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i. hak atas pendamping.

Pasal 19

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak Kekerasan

mehputs:
a. penanganan pengaduan;
b. rehabilitasi kesehalan;
¢. rehabilitasi sosial;
d. pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum; dan
e. pemulangan dan reintegrasi sosial.
BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 20
(1] Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan
pelindungan perempuan Daerah provinsi untuk jangka waktu 1 [satu)
tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
(2] Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
a. sasaran dan jenis kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
b. mitigasi dalam rangka perlindungan perempuan.
(3) Penyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) dan ayat (2)

4)

(2]

(1)

mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
perencanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
terintegrasi dengan dokumen pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 21

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
dilaksanakan oleh PD vang melaksanakan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyusun perencanaan penyclenggaraasn pemberdayaan dan
perlindungan perempuan, PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlndungan anak, berkoordinasi dengan PD yang
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 22
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah [Daerah melhputi:
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(3)

T

a. menctapkan kebijjakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

b. melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan percmpuan
dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan kerja sama dalam penvelenggaraan pemberdayaan dan
perlindungan perempuan;

d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan
pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

e, mengalokasikan anggaran pemyelenggaraan pemberdayaan dan
perlindungan perempuan sesual kemampuan keuangan Daerah;

Dalam rangks melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab scbagaimana

dimaksud pada ayal (1), Gubernur menetapkan program, dan kegiatan

aksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rcncana

aksi Dacrah sebagai dasar bagi PD dalam melaksanakan pemberdayaan

dan perlindungan perempuan.

Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan

bagian rencana pembangunan jangka menengah.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal rencana pembangunan jangka

menengah pada ayat (2], diatur dengan Peraluran Gubernur.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 23
Dalam rangka pelavanan pemberdayaan dan perlindungan kepada
perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Dacrah membentuk unit
layanan tlerpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau dengan
scbutan lain sebagai pusat pelayanan terpadu dalam pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak lermnasuk Uindak kekerasan.
Unit layanan atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berfungsi sebagai koordinasi pelavanan terpadu dalam memberikan
perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui
PD yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak.
Ketentuan lebih lanjut mengensas organisasi dan tata kerja unit layanan
atau dengan sebutan lain scbagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Peraiuran Gubernur.

Paszal 24

Selain membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu
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Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau dengan sebutan lan, guna

menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuar

dan anak dari tindak kekerasan, Gubernur membentuk:

a. gupgus tugas indak perdagangan orang;

b. gugus tugas pencegahan perkawinan anak;

c. komite aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
dan

d. gugus tugas kabupaten layak anak atau dengan sebutan lain.

BAB VIl
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA U3AHA

Pasal 25
Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daecrah melalui:
a. pemberian pelatihan keterampilan;
b. pencegahan perempuan menjadi korban kekerasan, cksploitasi dan
diskriminasi; dan
¢. bantuan kepada perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan

dizskriminasi.

Pasal 26
(1] Masyarakat ikut serta dalam wupaya memberikan perlindungan,
pendampingan dan  pencegahan dalam mengatasi tindak  kekerasan
terhadap perempuan.
(2} Peran serta masyarakal sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan cara:
a. dapat membentuk pos pengaduan kckerasan terhadap perempuan di
di kampung-kampung; dan
b. bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dalam pelaporan
terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya.

Pasal 27
Partisipasi dunia usaha dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan
dapat dilakukan melalun:
a. penyedizan sarana dan  prasarana untuk  pemberdayaan dan
perlindungan perempuan; dan

b. fasilitasi edukasi dan penelitian.
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BAB IX
PERADILAN

Pasal 28

Peradilan adat merupakan sarana yang mempanyai kewenangan,
mengatur, menata dan menyclesaikan permasalahan  masyarakatl
terhadap pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyvarakat adat.
Peradilan adat dijalankan sebagai akibal dar tindakan kekerasan yvang
dilakukan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran atas norma
adal yang berlaku.

Peradilan adat tidak menghilangkan hak perempuan korban dalam

mendapatkan proses peradilan umum.

BAEB X
HAK DAN KEWA.JIBAN

Passl 29
Perempuan korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan,
perlindungan, pendampingan dan  pencegahan dari lembaga
pemberdayaan perempuan dan anak atan sebutan lain untuk itu.
Korban kekerasan sebagmimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh rehabibitas dan perlindungan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan dan adat.
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1]} berkewajiban memberikan
penanganan, perliindungan, pendampingan dan pencegahan terhadap
perempuan korban kekerasan,
Pemennlah wagib  bertanggung  jawab menghormati, melindungi,
mengegahkan, dan memajukan hak asasi perempuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
dan hukum internasional tentang hak asas) manusia yvang diternima oleh
Negara.

BAB Xl

SANKSI ADAT

Pasal 30
Pelaku kekerasan wajib membayar denda adal kepada Perempuan Ash
Papua korban kekerasan sebagal baglan dari penghargaan terhadap
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Perempuan Ash Papua.

Besarnya nilai denda yang dimaksudkan pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kadar kesalahan dan unsur kesengajaan pelaku serta
penderitaan korban akibat kekerasaan.

Scgala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindakan kckerasan
yang dilakukan untuk pengobatan, perawatan, pemulihan psilds,
termasuk proses peradilan hukum adat dan hukum formal menjadi
langgung jawab pelaku kekerasan.

BAR XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinan dan pengawasan
penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun pedoman dan standar pemenuhan;
b. bimbingan teknis dan pelatihan;
¢. penvediaan fasililasi;
d. pemantauan; dan
e. cvaluas.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2], dalam rangka
mewujudkan tujuan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesusl
standar pelavanan minimal vang dilaksanakan PD dan masyaralkat.
Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 32

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyclenggaraan pemberdayaan

dun perlindungan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

dengan mckanisme penyampaian aspirasi kepada Gubernur atau DPRPB.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyvelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan

bersumber dari:
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a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikal scsua ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daecrah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada
organisasi masyarakal, organisasi sosial Lembaga swadaya masyaralkat
yang melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
diskriminasi dan tindak kckerasan.

{2) Bantuan pendanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.
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BAD XIV
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Provins Papua

Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAIRAII FPROVINSI PAPUA BARAT
CAP/TTD

DANCE SANGEEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 16

NORLG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAMUA BARAT: (16-244/2022).

Dr. Roberth 'R Hammar, 3.H., M. Hum., M.M.,CLA
Pembina Utarna Madya
NIP. 1965081819920031022
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PEMNJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

UMUM

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan
nurani vang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan
yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan silkap
dan perilaku dalam menjalani kchidupannya termasuk di dalam
memperlakukan perempusn dengan baik dan bermartabat, dan sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negura Republik Indonesia Tahun
1945,

Negara, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajb melakukan
pencegahan, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, karena
ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk keckerasan terhadap perempuan
merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan.

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Keckerasan Terhadap
Perempuan pada tahun 1999, dinyatakan bahwa perempuan sebagai ibu
bangsa dan anak sebagal penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Kuasa, schingga wajib dilindungi dan dijaga
kehormatan, martabat dan Harga dinnya secara wajar dan proporsional.
baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Qalah satu kewenangan khusus yang diberikan dalam bidang
pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup dalam Undang-Undang
Momor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagl Provinsi Papua
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-lUndang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,
adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kewenangan ini
berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan
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perekonomian masyarakat Papua, tormasuk memberikan peran yang
memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan
kaum perefnpuan.

Pasal 47 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Puapua,memberikan amanat bahwa uniuk
menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi
berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan
perempuan secara bermarlabat dan melakukan semua upaya untuk
memposisikannya sebagai mitra scjajar kaum laki-laki.

Perlindungan terhadap Perempuan Ash Papua dari tindak kekerasan
merupakan Sub Urusan Perlindungan Perempuan-Urusan Pemernntahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah, schinggs Pemerintah Dacrah jugs mempunyai kewajiban untuk
mencegah, melindung korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap
perempuan. Untuk keperluan itu Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
membutuhkan Peraturan Daerah yvang dapat dipakai sebagai instrumen
untuk mewujudkan perncegahan, perlindungan dan penindakan pelakukan

kckerasan terhadap perempuian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jclas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huraf d



Cukup jelas.
Huruf e

Culkup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Avat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Avyat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huraf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Hurul [

Cukup jelas.
Huraf g

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.

Huruf 1
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Cukup jelas.

Huruaf j

Pasal i

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurmaf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf &

Cukup jclas.

Huruf

Cukup jelas.

Hurul g

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 7

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

C',uku;:r jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf &

Cukup jelas.

Huruf [

Culoup jelas.

Huruaf g

Cukup jelas.

Hurufl h
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Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1)
Huruaf a

Cukup jelas.

Hurufl b

Culkup jelas.

Hurafl ¢

Cukup jelas.

Avat (2]

Huruf a

Cukup jclas.

Huruf b

Cukup jelas.

Avat (3]
Huraf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf &

Culup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Avat (9]

Huruf a

Cukup jelas.

Hurul b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
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Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruaf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Ayat (6]

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufl b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf {

Culkup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf 1

ukup jelas.
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Avyat (7)
Hurul a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf £

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huraf h

Cukup jelas.

Huruli

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huraf k

Cukup jelas.

Avat (8)

Hurul a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Culup jelas.

Pasal 9
Ayar (1)
Cukup jelas.
Avart (2)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cuboup jelas.

Hurmaf e

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Culoup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
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Cukup jelas.
Hurul g

Cukup jelas.
Hurul h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pazul 14

Aval (1)

Cukup jelas.
Avat (2]

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Avat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurif b

Culaap jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huraf d

Cukup jelas.

Huruaf e

Cukup jelas.

Huruaf

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jclas.
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Avat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Paszal 18
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayal (2}
Hurul &

Cukup jelas.

Huraf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Culoup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jclas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huraf k

Cukup jelas.

Hurut 1
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Cukup jelas.

Avat (3]

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurufl ¢

Cukup jelas.
Hirmaf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf {

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jclas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jclas.

Hurul a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pasal 20

Cukup jelas.

Ayat (1)

Culkup jelas.

Ayat (2]

Huruf a

Culaup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
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Avat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Pasal 21
Avat (1)
Culoup jclas.
Aval (2]
Culmup jelas.
Pasal 22
Avat (1)

Hurul a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurual d

Cukup jelas.

Huruf e

Cuknp jelas.

Ayal {2}
Culoap jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayal {4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Avat {1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Hurut a
Cukup jelas.
Huruf b
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Cukup jelas.
Huruf ¢
Culkup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Pasal 26
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jeclas.
Pasal 28
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jclas.
Pasal 29
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Avart (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2}

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jclas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jclas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Avat {3)

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Pasal 32

C:u'ku}} jtr'iEs.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Avat {1)
Cukup jolus.
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Ayart (2]
Cukup jelas.
Pasal 32
Culup jclas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAKERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 124,

Salinan vang sah
Kepala Bj
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Dr. RKoberth K.R Bammar®s.H., M.Hum., M.M..CLA
Pembina Utama Madya

NIP. 196508181992031022



